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ABSTRACT   
 
This study aim to examine the influence of budgetary participation and 
budget adequacy on budgetary slack at village governmental institution of Bantul 
regency. The data was collected by distributing questionnaires with purposive 
sampling method. The respondents are consisted by the functional functionary at 
village governmental institution of Bantul regency. Total sample are 107 
respondents which have participate in budgetary process. 
The results of analyze know that budgetary participation significant 
positive effect on the budgetary slack and budget adequacy have no significant 
positive effect on budgetary slack.  
 
Keyword: Budgetary participation, budget adequacy, and budgetary slack. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dan 
kecukupan anggaran terhadap senjangan anggaran  pada Pemerintah Desa di 
Kabupaten Bantul. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner 
dengan metode purposive sampling kepada para responden. Responden yang 
digunakan adalah pejabat fungsional pada instansi Pemerintah Desa di Kabupaten 
Bantul. Sampel berjumlah 107 responden yang tentunya terlibat dalam proses 
penyusunan dan pelaksanaan anggaran.  
Hasil analisis menunjukkan  bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 
positif signifikan terhadap senjangan anggaran dan kecukupan anggaran tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran. 
Kata kunci: Partisipasi anggaran, kecukupan anggaran, dan senjangan 
anggaran. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Anggaran tidak hanya penting bagi perusahaan swasta tetapi juga penting 
dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Jika pada sektor swasta 
anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk 
publik, tetapi sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus 
diinformasikan kepada masyarakat untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi 
masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai 
dengan uang publik (Mardiasmo, 2009). 
Proses penyusunan anggaran memiliki dampak langsung terhadap 
perilaku manusia, baik perilaku yang bersifat positif maupun perilaku yang 
bersifat negatif. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) senjangan 
anggaran (budgetary slack) adalah “perbedaan antara jumlah anggaran dan 
estimasi terbaik dari organisasi”. Keadaan terjadinya senjangan anggaran, 
bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan 
dan meninggikan biaya sehingga anggaran dapat dicapai dengan mudah. 
Bertolak dengan kondisi tersebut, sektor publik mulai menerapkan sistem 
penganggaran yang dapat menanggulangi masalah senjangan anggaran, yakni 
anggaran partisipasi (budgetary participation). Partisipasi anggaran 
mewajibkan atasan terlibat dalam kaji ulang (penelaahan) anggaran, 
pengesahan anggaran, dan mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran 
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sehingga tercipta anggaran yang realistik. Partisipasi bawahan yang tinggi 
dalam proses penyusunan anggaran akan memberikan kesempatan yang lebih 
besar kepada bawahan untuk melakukan senjangan anggaran dan sebaliknya 
ketika partisipasi bawahan rendah, harapan bawahan untuk melakukan 
senjangan anggaran juga rendah. Oleh karena itu diperlukan adanya 
pembatasan partisipasi secara proporsional atau disesuaikan dengan rencana 
dan strategi yang telah ditentukan. 
Hariyanti (2002) menjelaskan bahwa bawahan mungkin memiliki 
informasi yang lebih baik dibandingkan atasan tentang kecukupan anggaran. 
Bawahan akan memasukkan informasi itu ke dalam anggaran untuk 
memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki cukup untuk menjalankan 
tugasnya. Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimasukkan ke 
dalam anggaran, maka bawahan akan dapat melaksanakan  pekerjaan dengan 
baik. Perbedaan dalam perencanaan dan persiapan anggaran pada sektor 
pemerintahan, serta adanya pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah  kepada pemerintah desa cenderung menyebabkan ketergantungan 
keuangan yang menimbulkan adanya slack (Mardiasmo, 2009).  
Berlakunya Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  
Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya harus mengelola keuangan dan 
aset desa dengan akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 
bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses penyusunan 
anggaran pada pemerintah desa melibatkan banyak  partisipasi baik dari 
aparat pemerintah desa sebagai unsur eksekutif, Badan Permusyawaratan 
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Desa sebagai unsur legislatif, maupun masyarakat. Kaur Keuangan bertugas 
menyiapkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan pelaksana kegiatan anggaran adalah 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari 
Carik Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Pelaksana anggaran penting 
dalam proses penyusunan anggaran, sehingga partisipasinya perlu diuji 
dengan harapan dapat mengurangi senjangan anggaran. 
Penelitian yang menguji tingkat senjangan anggaran dengan berbagai 
faktor telah banyak dilakukan, termasuk partisipasi anggaran dan kecukupan 
anggaran. Penelitian yang dilakukan Dunk (1993) dan Merchant (1985) 
menunjukkan bahwa partisipasi dalam anggaran mengurangi jumlah 
senjangan anggaran. Young (1985), Nouri dan Parker (1996), serta Apriyandi 
(2011) menunjukkan hasil yang berlawanan, yaitu partisipasi anggaran dan 
senjangan anggaran mempunyai hubungan yang positif. Ikhsan La Ane 
(2007) melakukan penelitian yang menguji pengaruh kecukupan anggaran 
terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hasil berbeda ditunjukkan 
penelitian Riansah (2013) yang membuktikan bahwa interaksi antara 
partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran tidak berpengaruh secara 
individual terhadap senjangan anggaran. 
Penelitian ini menarik karena: 1) Penelitian sebelumnya masih 
menunjukkan hasil yang tidak konsisten 2) Seiring dengan berlakunya 
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penelitian mengenai 
proses penyusunan anggaran belum banyak dilakukan. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Penyusunan anggaran dalam pemerintah desa harus benar-benar 
memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk 
mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan semata. Diperlukan 
informasi yang benar-benar akurat dalam penyusunan anggaran pemerintah 
desa, agar usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat 
terakomodasi dalam anggaran. Seluruh warga masyarakat mempunyai suara 
dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD).  
Penyusunan anggaran pada instansi pemerintah desa dilaksanakan 
oleh Kaur Keuangan dengan mengacu pada hasil musyawarah desa, 
sedangkan pelaksana kegiatan anggaran adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa. Oleh karena itu, sejauh mana senjangan anggaran pada 
pemerintah desa dapat dipelajari dari tingkat partisipasi penyusunan anggaran 
dengan kecukupan anggaran pada pelaksanaan kegiatan desa. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas pengaruh 
partisipasi penyusunan anggaran dan kecukupan anggaran terhadap senjangan 
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anggaran pada instansi pemerintah desa yang berada di wilayah administrasi 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
D.   Perumusan Masalah  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan 
anggaran?  
2. Apakah kecukupan anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan 
anggaran?  
 
E.  Tujuan Penelitian  
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:  
1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 
anggaran.  
2. Untuk menganalisis pengaruh kecukupan anggaran terhadap senjangan 
anggaran.  
 
F.  Manfaat Hasil Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  
1. Manfaat teoritis 
a. Menambah pengetahuan tentang pengaruh partisipasi anggaran dan 
kecukupan anggaran terhadap senjangan anggaran. 
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b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan antara teori 
dengan terapan praktis dalam akuntansi sektor publik serta 
memperkuat penelitian terdahulu.  
2.  Manfaat praktis  
a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 
jajaran manajemen dalam pemerintahan untuk menciptakan anggaran 
yang efektif dan memberikan masukan dalam aktivitas perencanaan 
kegiatan pemerintahan.  
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi 
pihak yang terkait dalam proses penyusunan dan pelaksana anggaran, 
baik pemerintah desa (eksekutif) sebagai pelaksana, BPD (legislatif) 
sebagai pengatur dan yang memberi persetujuan atas penyusunan 
anggaran, maupun pihak yudikatif sebagai pengawas terhadap 
pelaksanaan anggaran. 
c. Menjadi perhatian bagi masyarakat, guna peningkatan kontribusi dalam 
proses terciptanya keselarasan dan kesejahteraan bersama melalui 
pelaksanaan anggaran yang baik. 
 
 
 
 
 
 
